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ABSTRACT 
This thesis discusses a model settlement of non-performing loans in the credit union (Study 
In The Credit Union Equator Pontianak Bakti). The method used in this research is empirical 
juridical approach. From the results of this thesis research we concluded that implementation 
of the loan agreement at the Credit Union "Credit Union Equator Bakti" in the implementation 
of the agreement which is done by members of the CU applying for a loan in the know by 
husband / wife with the guarantor of the members are also at least 2 people, then the CU 
analyze the application of various aspects, will further consultation / interview of credit and 
continued with surve field. Of the process and this data can be used as tolukur vote for the 
loan applicant's loan request is approved or not. If the team meeting approved credit then 
the next part of the credit prepare all paperwork related to it, including a draft of the Loan 
Agreement. After all the complete file was then submitted to Manager for correction. After all 
the complete file was then submitted to Manager for correction. Once corrected and stated 
correctly by the Manager, the next step is to sign the Loan Agreement and the disbursement 
of the loan. Factors affecting the credit crunch at Credit Union Equator Bakti is a factor of an 
individual as a debtor that is not honest in filling out a loan application so it is difficult to 
analyze, and then there is a factor of the CU as a creditor in which representatives of the 
processes ignore the risk, causing credit many problematic and the latter is an external 
factor, for example because of the monetary crisis, mass riots, disasters such as 
earthquakes, floods, fires and other incidents. That the Model Settlement NPL At Credit 
Cooperative "Credit Union Equator Bakti" is to run a policy of the Board, namely by: (a) 
Perform billing in accordance with existing procedures namely by dialing the phone, visiting 
members at a time, collections, letters of bills and if they fail to hover summons. (b) If the 
member does not pay the installments and loan services for 1 (one) month of the withdrawal 
member savings to pay the installments, loan services and administrative delays in the 
current month installments. (c) If the member does not pay the installments and loan 
services for 2 (two) months of the withdrawal member savings to pay the installments, loan 
services and administrative delays in installments. The Guarantor be included to charge if 
the member is guaranteed negligent in paying the installments. (d) If the member does not 
pay the installments and loan services for 3 (three) months of the withdrawal member 
savings balances to pay the installments, loan services and administrative delays in 
installments. (e) If the member savings used to pay off the loan and still not paid off, the 
seizure of the collateral. (f) If deemed necessary legal efforts will be pursued. If the members 
of the cooperative defaults, then the board of the Cooperative Credit Union Equator Bakti 
Pontianak will come to members of the cooperative and ask problems why the cooperative 
members could not even pay the borrowing, the way in which it is persuasive and family, by 
giving concessions in the repayment of borrowing from on using the settlement that has 
been stated in the deed of agreement. 
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ABSTRAK 
Tesis ini membahas model  penyelesaian kredit bermasalah pada credit union (Studi Di 
Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh 
kesimpulan Bahwa Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Kredit “Credit Union 
Khatulistiwa Bakti”  dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dengan cara anggota CU 
mengajukan permohonan pinjaman yang di ketahui oleh suami/istri dengan para penjamin 
dari anggota juga minimal 2 orang, kemudian pihak CU menganalisis permohonan tersebut 
dari berbagai aspek, selanjutnya akan dilakukan konsultasi/wawancara kredit dan 
dilanjutkan dengan surve lapangan.  Dari proses dan data tersebut dapat digunakan 
sebagai tolukur penilaian bagi si pemohon pinjaman untuk disetujui atau tidak permohonan 
pinjamannya. Apabila dalam rapat tim kredit  disetujui maka selanjutnya bagian kredit 
menyiapkan semua berkas-berkas yang berhubungan untuk itu termasuk draf  Perjanjian 
Pinjaman. Setelah semua berkas lengkap kemudian diserahkan kepada Manager untuk 
dikoreksi. Setelah dikoreksi dan dinyatakan benar oleh Manager, maka langkah selanjutnya 
adalah menandatangani Perjanjian Pinjaman dan pencairan pinjaman. Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Credit Union Khatulistiwa Bakti  adalah 
faktor dari anggota sebagai debitur yaitu tidak jujur dalam mengisi permohonan pinjaman 
sehingga sulit untuk dianalisis, kemudian ada faktor dari CU  sebagai kreditur dimana 
petugas dalam proses-prosesnya mengabaikan resiko, sehingga menyebabkan kredit 
banyak bermasalah dan yang terakhir adalah faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya 
krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, 
kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Bahwa Model Penyelesaian Kredit Bermasalah 
Pada Koperasi Kredit “Credit Union Khatulistiwa Bakti” adalah dengan menjalankan pola 
kebijakan Pengurus yaitu dengan cara  : (a) Melakukan penagihan sesuai prosedur yang 
sudah ada yakni dengan melakukan panggilan telp, mengunjungi anggota sekaligus 
melakukan penagihan, melayangkan surat tagihan dan apabila masih gagal layangkan 
surat panggilan.(b) Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 1 
(satu) bulan maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa 
pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran pada bulan berjalan. (c) Bila anggota 
tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 2 (dua) bulan maka dilakukan 
penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi 
keterlambatan angsuran. (d) Penjamin diikut sertakan untuk menagih jika anggota yang 
dijaminnya lalai dalam membayar angsuran. (d) Bila anggota tidak membayar angsuran dan 
jasa pinjaman selama 3 (tiga) bulan maka dilakukan penarikan saldo simpanan anggota 
untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran. (e) 
Bila simpanan anggota habis untuk membayar pinjamannya namun masih belum lunas, 
maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan. (f) Jika dianggap perlu akan ditempuh 
upaya hokum. Apabila anggota koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus Koperasi 
Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan 
menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar 
peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu 
dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan peminjaman dari pada 
menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian. 
Kata Kunci:  Penyelesaian Kredit, Bermasalah, Pada Credit Union. 
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Latar Belakang  
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa 
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran 
masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
1
 Penjelasan Pasal 33 menempatkan 
Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai 
bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi 
seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan 
mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi 
ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan 
keterbukaan. 
Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan 
pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang 
adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah 
meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan 
ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan 
tambahan modal. Wujud dari pada hal tersebut salah satu  sasarannya adalah koperasi.
2
 Di 
samping lembaga lain seperti bank, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa 
Indonesia. 
33 
Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk 
melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota 
koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara 
                                                          
1Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
2
Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal 31. 
3
 G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11 
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sukarela mempersatukan diri untuk memperjungkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi 
mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. 
4
 
Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan 
prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. 
5
Dengan demikian Koperasi akan 
merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan 
berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar 
Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi 
rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, 
pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang 
dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan 
wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini 
tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap 
memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di 
daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta mendorong pertumbuhan dan 
pemasyarakatan Koperasi. 
Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan 
kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi 
yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan 
bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh 
Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan 
berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk 
memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun 
                                                          
4 4Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2. 
5 Sutantya Raharja Hadhikusuma. Op. cit, hal 31 
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dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana 
untuk pengembangan usahanya.
6
 
Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah 
pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, 
Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati 
diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta 
pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi 
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945.
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Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal:1 ayat(1). 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 
koperasi dengan berlandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: 
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, 
pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa 
usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas 
jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama 
antar koperasi. Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya 
untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang 
usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah 
simpan pinjam. 
8
 Salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang ada adalah Koperasi Kredit  
atau Credit Union yang biasa disingkat dengan CU, dan di Kalimantan Barat salah satunya 
adalah Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti. CU ini didirikan pada tahun 1990 yang 
kemudian beberapa kali mengalami perubahan, terakhir tahun 2010 sesuai dengan Akta 
                                                          
6
 6Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
7
 7G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Op. cit, hal 11 
8 Partadiredja Atje, Manajemen Koperasi, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal. 3 
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Pendirian Badan Hukum Nomor : 630/BH/PAD/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010. CU  
Khatulistiwa Bakti adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki, 
dikelola oleh anggotanya dan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya serta 
dikendalikan oleh anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya CU Khatulistiwa 
Bakti ini menawarkan berbagai bentuk simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. 
Masyarakat yang ingin menjadi anggota CU ini adalah mendaftar dengan mengisi formulir 
yang telah disediakan dan membayar kewajiban finansial diantaranya berupa simpanan 
wajib, simpanan pokok, dan menabung. Tabungan itu akan menjadi jaminan utama untuk 
meminjam dalam jumlah yang  wajar dan yang boleh meminjam hanyalah anggota. 
CU Khatutistiwa Bakti sebagimana dalam Anggaran Dasarnya Pasal 2 menyatakan 
bahwa Credit Union Khatutistiwa Bakti ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 dan berasaskan Kekeluargaan dan Gotong royong. Hal ini sejalan dengan apa 
yang diamatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 
Asas kekeluargaan dalam koperasi mengandung makna adanya kesadaran dari hati 
nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segata sesuatu dalam koperasi oleh 
semua dan untuk semua. Jadi bukan oleh seorang untuk semua atau dari semua untuk 
seorang. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama. Disamping itu sikap kekeluargaan juga memiliki makna 
sebagai perilaku yang menunjukkan sebuah manifestasi yang cenderung didasari rasa 
familiar yang tinggi dengan wujud responsible yang mempertimbangkan hubungan 
keakraban sebagai kedekatan keluarga kepada orang lain, sehingga dengan manifestasi 
tingkah-lakunya ini menimbulkan keakraban rasa dekat seperti layaknya keluarga 
memiliki hubungan darah. Sedangkan Asas Gotong royong datam koperasi mengandung 
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arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki sifat toleransi, sifat mau bekerja sama dan 
tanggung jawab bersama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. 
Prinsip Kekeluargaan dan Kegotong-royongan dalam tata kehidupan ekonomi 
adalah prinsip kehidupan ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama. Hal ini 
berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu 
dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. 
Prinsip ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : 
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh Negara. 
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi 
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota 
masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang-seorang. Sebab itu 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Sikap Kekeluargaan 
dan Gotong royong dalam menyelesaikan ekonomi untuk melaksanakan semangat Pasal 
33 Undang-Undang Dasar 1945. 
Asas Kekeluargaan dan Gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat 
dari pengamalan asas Gotong royong dalam berbagai kehidupan. Perwujudan partisipasi 
rakyat dalam reformasi merupakan pengabdian dan kesetiaan masyarakat terhadap 
program reformasi yang mana senantiasa berbicara, bergotong royong dalam kebersamaan 
melakukan suatu pekerjaan. Sikap Gotong royong memang sudah menjadi kepribadian 
bangsa Indonesia yang benar-benar dijaga dan dipelihara, akan tetapi arus kemajuan ilmu 
dan teknologi ternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sikap dan 
kepribadian suatu bangsa, serta selalu diikuti oleh perubahan tatanan nilai dan norma yang 
berlaku dalam suatu masyarakat. 
8 
 
Begitu juga dengan tujuan didirikannya CU Khatulistiwa Bakti sebagaimana dalam 
anggaran Dasarnya menyatakan untuk : 
1. Mengembangkan kesejahteraan para anggota dan memajukan lingkungan kerja 
dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. 
2. Menciptakan cumber kredit dari dan untuk anggota dengan bunga relative murah. 
3. Mengembangkan sikap hidup hemat dan pengunaan uang secara bijaksana dan terencana 
oleh para anggotanya. 
Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 3 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 
1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan “Koperasi bertujuan memajukan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 
membangun tatanan perekonomian nasioanl dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945”. 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan diatas CU Khatulistiwa Bakti 
menyelenggarakan kegiatan usaha yakni Usaha Simpan Pinjam. Dalam hal terdapat 
kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota CU Khatulistiwa Bakti dapat membuka 
peluang usaha lain. 
Produk Simpan Pinjam ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran usaha 
anggota dengan pemberian kredit atau pinjaman modal. Pinjaman modal ini merupakan 
salah satu fungsi CU Khatulistiwa Bakti yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. 
Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan sebagai berikut “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. 
Pemberian kredit atau pinjaman yang salurkan kepada anggotanya oleh CU 
Khatulistiwa Bakti, dilakukan  dengan memperhatikan beberapa hal, ini dalam rangka 
9 
 
melindungi dan mengamankan dana anggota yang dikelola oleh CU Khatulistiwa Bakti, 
yaitu : 
1. Harus dilakukan dengan mengunakan prinsip kehati-hatian. 
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota untuk 
melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan lembaga dan anggota yang 
mempercayakan dananya kepada CU Khatulistiwa Bakti. 
4. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang baik. 
Untuk memperoleh keyakian atas kemampuan dan kesanggupan anggota, maka 
sebelum memberikan pinjaman harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak 
(character), kemampuan (capacilty to create sources of funding), modal (capital), agunan 
(collateral), wewenang untuk meminjam (competence to borrow), dan prospek usaha 
anggota tersebut (condition of economy and sector of business). 
CU Khatulistiwa Bakti dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan 
tabungan sebagai jaminan utama, sedangkan  jaminan  lainnya baik benda bergerak 
maupun tidak bergerak merupakan jaminan tambahan. Walaupun pada dasarnya harta 
kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya sebagimana dinyatakan 
dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik 
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Ketentuan ini 
juga menerangkan mengenai fungsi jaminan yang selalu ditujukan kepada upaya 
pemenuhan kewajiban anggota sebagi debitur yang dinilai dengan uang yaitu dipenuhi 
dengan melakukan pembayaran. 
Anggota CU Khatulistiwa Bakti banyak memanfaatkan fasilitas kredit yang 
disediakan, dan kewajiban pokok anggota yang meminjam dana adalah mengembalikan 
tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Namun dalam perjalanannya tidak semua 
anggota yang meminjam tersebut dapat mengembalikan pinjamannya tepat pada 
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waktunya. Kondisi demikian dinamakan pinjaman/kredit bermasalah yaitu  dimana 
anggota yang meminjam terbukti tidak dapat membayar angsurannya. 
Dalam kasus pinjaman/kredit bermasalah, debitur dianggap telah ingkar janji 
untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, 
sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, 
dengan demikian dapat dikatakan bahwa pinjaman/kredit bermasalah didalamnya meliputi 
pinjaman/kredit macet. Banyaknya jumlah anggota yang bermasalah dalam pembayaran 
pinjaman menyebabkan CU tidak sehat. Sebagai salah satu contoh anggota yang 
bermasalah dalam pembayaran pinjaman/kredit di CU Khatulistiwa Bakti Kantor 
Pelayanan (KP) Imam Bonjol, Pontianak. Hasil wawancara penulis dengan Manager 
Bidang Usaha CU Khatulistiwa Bakti, bahwa dalam kurun waktu Januari 2012 s/d 31 
Desember 2012 terdapat 246 jumlah anggota  yang ingkar janji untuk membayar angsuran 
pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Terjadi kenaikan 
jumlah pinjaman yang bermasalah pada tahun 2013 mulai dari bulan Januari sampai 
Desember 2013 terdapat 497 orang anggota, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan yaitu 
487 saja anggota Credit Union Khatulistiwa Bakti yang bermasalah
9
.  
 Melihat besarnya jumlah anggota CU Khatulistiwa Bakti yang bermasalah, maka 
memerlukan Model penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat. Untuk 
lembaga seperti CU sandaran dalam segala upaya penanganan dan penyelesaian kredit 
bermasalah tidak boleh lepas dari Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 1992. Sandaran tersebut dapat 
menjadi pedoman bagi CU dalam membuat kebijakan tentang tata cara penanganan dan 
penyelesaian pinjaman bermasalah. Namun sebelum melaksanakan kebijakan tersebut ada 
beberapa hal juga yang perlu diperhatikan seperti : 
                                                          
9
 Hasil wawancara penulis dengan  Manager Bidang Usaha Credit Union Khatulistiwa Bakti pada tanggal 18 
Oktober 2015 
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 Keinginan anggota untuk menyelesaikan kewajiban. 
 Tingkat kerja sama dan keterbukaan anggota. 
 Kemampuan financial anggota. 
 Sumber pengembalian pinjaman. 
 Prospek usaha anggota. 
 Mudah tidaknya menjual jaminan. 
 Sengketa tidaknya jaminan, dll. 
CU Khatulistiwa Bakti adalah koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk 
mensejahterakan anggotanya, berasaskan Kekeluargaan dan Gotong royong, serta 
menempatkan anggota adalah pemilik dan sekaligus penguna jasa koperasi, maka dalam 
upaya penanganan dan penyelesaian kredit bermasalahnya pun harus menjadikan asas, tujuan 
dan anggota adalah pemilik sebagai sandaran dalam membuat kebijakan tentang tata cara 
penanganan dan penyelesaiannya. 
Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Penulis 
memilih judul Tesis : MODEL  PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA 
CREDIT UNION (Studi Di Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak). 
Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Credit 
Union Khatulistiwa Bakti Pontianak ? 
2. Bagaimana Seharusnya Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Credit Union 
Khatulistiwa Bakti Pontianak ? 
Pembahasan 
A. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada 
Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak. 
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Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada CU Khatulistiwa Bakti  juga tidak lepas dari 
masalah wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringnya anggota CU 
terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi 
peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, 
pernah dialami oleh seorang anggota CU Khatulistiwa Bakti yang memiliki usaha 
penjualan beras. Dalam membayar angsuran peminjaman kadang-kadang penuh namun 
kadang-kadang lebih kecil dari yang ditetapkan. Namun karena anggota CU Khatulistiwa 
Bakti tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi. Dalam 
mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak CU Khatulistiwa Bakti tetap 
menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan mengunjungi guna 
melakukan pendekatan secara kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu, 
melayangkan surat pemberitahuan/tagihan tentang adanya kewajiban yang tertungak,  
melayangkan surat panggilan 1, panggilan 2 dan panggilan 3. Setelah cara-cara persuasif 
tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana 
dalam perjanjian pinjaman. 
Dana pinjaman atau kredit yang disalurkan CU Khatulistiwa Bakti lebih bersumber 
dari dana simpanan Anggota. Laba yang diperoleh CU Khatulistiwa Bakti  merupakan 
selisih dari pemberian suku bunga simpanan dengan pembebanan suku bunga pinjaman 
dan administrasi pelayanan pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan 
oleh CU Khatulistiwa Bakti, seperti biaya operasional, gaji karyawan dan biaya-biaya 
lainnya. 
Namun pada kenyataannya tidak semua pinjaman yang diberikan/disalurkan itu 
memberi keuntungan atau laba pada CU  Khatulistiwa Bakti. Hal ini disebabkan dimana 
pinjaman yang telah diberikan/disalurkan dalam pelaksanaan angsuran atau 
pengembaliannya mengalami lalai atau macet. Pinjaman/kredit macet ini merupakan 
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beban bagi CU karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan 
CU. Semakin besar jumlah persentase pinjaman/kredit macet pada maka semakin 
menyulitkan CU tersebut dalam menjalankan usahanya. Ada berbagai faktor yang dapat 
menyebabkan pinjaman/kredit menjadi macet, secara garis besar dapat dibedakan 
berikut ini. 
1. Faktor dari anggota CU selaku debitur. 
Tidak semua anggota jujur mengisi surat permohonan pinjaman, misalnya dalam hal 
tujuan atau kegunaan dari pinjaman, sumber pendapatan dan belanja keluarga. Tujuan 
atau kegunanan pinjaman diajukan untuk modal atau menambah usaha, tetapi setelah 
pinjaman diberikan ternyata digunakan untuk kebutuhan konsumtif, begitu juga halnya 
dengan mengisi sumber pendapatan dan belanja keluarga, pada saat mengajukan 
permohonan pinjaman dalam SPBK  ada saldo yang dapat digunakan untuk membayar 
atau mengangsur pinjaman, tetapi pada kenyataanan setelah pinjaman berjalan 
pembayarannya tersendat-sendat bahkan macet.    Faktor ini  memang agak sulit untuk 
diketahui dan dianalisis oleh pihak CU Khatulistiwa Bakti, karena hal ini menyangkut 
soal moral ataupun akhlak dari anggota.  
Pinjaman/kredit juga bisa menjadi macet karena kesalahan anggota di dalam 
mengelola keuangannya seperti terlalu banyak berinvestasi, terlalu terburu-buru dalam 
melakukan ekspansi usaha, atau dalam usaha perdagangan terlalu banyak menimbun stok 
barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran barang dagangannya. Hal ini bisa 
menyebabkan modal yang diberikan CU mengendap pada pembelian barang tersebut, 
sementara pendistribusian atau permintaan pasar berkurang bahkan tidak ada sama sekali. 
Tentu saja dengan kondisi seperti ini tidak akan menguntungkan usaha dan akhirnya 
menyebabkan ketidakmampuan mengembalikan pinjaman pada CU. 
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Demikian juga pinjaman/kredit macet bisa terjadi karena adanya pemutusan 
hubungan kerja kepada karyawan, sehingga gaji ataupun sumber pembayaran pinjaman 
kepada CU sudah tidak ada lagi. 
 
2. Faktor dari Credit Union selaku kreditor 
Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi CU dalam 
melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.  Di CU Khatulistiwa Bakti terdapat pola 
kebijakan pengurus yang mengatur  ketentuan mengenai simpan dan pinjaman 
anggota. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman/kredit dan 
jangka waktunya,  atau  rasio pemberian pinjaman/kredit dilihat dari nilai jaminan 
yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Namun kadang kala petugas CU kurang 
memperhatikan hal tersebut dan kurang mempertimbangkan faktor risiko yang dapat 
muncul sewaktu-waktu. 
Hal lain yang bisa terjadi juga misalnya karena adanya penyalah gunaan 
wewenang dari petugas atau karyawan CU itu sendiri, yang dengan sengaja 
memproses pengajuan pinjaman tidak sesuai dengan SOP yang dibuat karena adanya 
hubungan khusus dan juga penatausahaan dokumen pinjaman/kredit yang tidak baik 
serta tidak dilakukannya pemantauan atas setiap pinjaman/kredit yang diberikan 
kepada anggota, juga bisa menyebabkan pinjaman/kredit menjadi bermasalah. 
Dari uraian di atas, seyogyanya setiap pinjaman/kredit diberikan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang ada, dan tetap dilakukan monitor dalam penggunaannya. 
Pola kerjasama antara CU dan anggota dalam pengelolaan dana pinjaman hendaknya 
dibina sebaik mungkin guna memudahkan pihak CU dalam mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya pinjaman/kredit macet. Selain hal di atas berikut ini dapat 
dilihat penyebab-penyebab pinjaman/kredit bermasalah dari sisi kreditur. 
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Menurut Siswanto Sutojo, ada dua puluh faktor intern penyebab kredit 
bermasalah, yaitu : 
1. Taksasi nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya 
2. Penarikan dana kredit oleh anggota sebelum dokumentasi kredit diselesaikan 
3. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite kredit atau diusulkan oleh 
petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur 
4. Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum 
berpengalaman 
5. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup 
6. Berulangkali Koperasi menigirimkan surat teguran tentang penunggakan 
pembayaran bunga, tanpa tindakan lanjutan yang berarti 
7. Koperasi jarang mengadakan analisis cash flows dan daya cicil anggota. 
8. Account officer tidak sering meneliti status kredit 
9. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit, sehingga timbul 
kemungkinan anggota menggunakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan 
perjanjian kredit. 
10. Komunikasi antara anggota dengan debitur tidak berjalan lancar 
11. Tidak ada rencana dan jadwal pembayaran kembali kredit yang tegas, atau tidak 
dilampirkan pada perjanjian kredit 
12. Koperasi tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/rugi Anggota secara teratur 
13. Tidak dapat merealisir jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai 
macam argumen yurudis 
14. Koperasi gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka 
15. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan 
pemberian kredit 
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16. Koperasi mengabaikan terjadinya cerukan, walaupun sadar bahwa cerukan adalah 
salah satu tanda terganggunya kondisi keuangan anggota. 
17. Koperasi tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik anggota. 
18. Daftar keuangan dan dokumen pendukung ayng diserahkan kepada Koperasi, 
telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau diverifikasi 
19. Koperasi tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernada kurang 
mengutungkan anggota 
20. Koperasi tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka mencium 
tanda-tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit 
bermasalah
10
. 
3. Faktor Dari Luar Debitor dan Kreditor (Ekstern). 
Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak angota maupun CU. Faktor 
eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya 
bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. 
Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran 
perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas 
kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian 
menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. 
Kejadian-kejadian di atas secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan 
usaha anggota selaku debitur. Suatu perusahaan industri misalnya akan menurun 
produksinya apabila permintaan atas hasil produksi berkurang. Dengan penurunan 
omset berarti juga penurunan terhadap profit perusahaan. Akibatnya, kemampuan 
anggota dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada CU berkurang atau tidak 
mampu sama sekali dan kredit menjadi macet. 
                                                          
10 Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus, hlm.19 
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Dalam kegiatan Perkoperasian, jarang sekali suatu pinjaman/kredit macet 
disebabkan oleh karena faktor dari pihak CU selaku kreditur. Namun jika hal ini 
terjadi, sebenarnya anggota selaku debitur dapat menuntut pihak CU yang melakukan 
wanprestasi. Yang lebih banyak terjadi adalah pinjaman/kredit menjadi macet 
disebabkan oleh faktor yang datangnya dari diri anggota selaku debitur. Selain itu bisa 
juga terjadi karena faktor diluar para pihak. Namun dalam praktik jika hal ini terjadi, 
pihak CU tetap menuntut agar anggota selaku debitur memenuhi kewajibannya, 
apakah itu dengan cara pelunasan melalui pembayaran atau pelunasan dengan cara 
menjual agunan atau jaminan pinjaman. 
B. Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Credit Union Khatulistiwa Bakti 
Pontianak. 
Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua belah 
pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak 
yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1233 KUHPerdata 
mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena 
undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa sumber suatu perikatan adalah Perjanjian 
dan Undang-undang. Perikatan hukum  antara CU Khatulistiwa Bakti selaku kreditur 
atau pemberi pinjaman dengan anggotanya selaku debitur atau penerima pinjaman lahir 
dari Perjanjian Pinjaman yang mereka buat. Perikatan hukum mempunyai kekuatan 
hukum menggikat kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 
(1) KUHPerdata yang berbunyi  bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan untuk berlaku sebagai 
undang-undang suatu perjanjian harus dibuat secara sah serta membuat perjanjian yang 
sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam dam Pasal 1320 
KUHPerdata yang berisi : 
18 
 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
3. Mengenai suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal. 
Demikian juga halnya dengan perjanjian pinjaman yang dibuat antara CU 
Khatulistiwa Bakti selaku kreditur dengan anggotanya selaku debitur. 
Dalam perjanjian pinjaman antara CU dengan anggotanya telah disepakati jumlah 
angsuran perbulannya ditambah dengan bunga pinjaman yang harus dibayar oleh anggota 
CU selaku debitur.  Dalam pelaksanaannya tidak semua pinjaman yang diberikan atau 
disalurkan kepada anggota itu dalam pembayaran angsuran atau cicilannya tidak sesuai 
dengan yang diperjanjian, kenyataannya ada dan tidak sedikit juga anggota dalam 
mengangsur yang nilai angsurannya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar setiap 
bulannya. Bila mengacu pada perjanjian pinjaman tersebut disepakati bahwa “ dalam hal 
anggota selaku kreditur wajib untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu dan 
anggota lalai untuk melakukannya, maka lewat waktu saja merupakan bukti yang sah 
akan kelalaian anggota dan oleh karenanya pembuktian secara bagaimanapun juga tidak 
diperlukan lagi “.  Di samping itu disepakati juga bahwa “ menyimpang dari jangka 
waktu yang di perjanjikan, Pihak CU Khatulistiwa Bakti selaku kreditur atau pemberi 
pinjaman berhak  menagih hutang atau sisanya dengan seketika dan sekaligus tanpa perlu 
adanya somasi atau surat-surat lain terlebih dahulu, apabila: 
a. Anggota yang meminjam dinyatakan pailit dan/atau karena apa pun juga tidak 
berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya. 
b. Harta kekayaan anggota yang meminjam seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak 
lain. 
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c. Anggota yang meminjam lali, melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya dalam perjanjian pinjaman atau jika terjadi peristiwa apapun 
yang menurut pendapat Pihak CU Khatulistiwa Bakti akan dapat mengakibatkan 
anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya. 
Walaupun demikian hal yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman, namun 
dalam prakteknya CU Khatulistiwa Bakti dalam upaya penanganan dan penyelesaian 
kredit bermasalah tetap mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara  : 
a. Melakukan penagihan sesuai prosedur yang sudah ada yakni dengan melakukan 
panggilan telp, mengunjungi anggota sekaligus melakukan penagihan, 
melayangkan surat tagihan dan apabila masih gagal layangkan surat panggilan, 
cara ini sudah dilakukan dengan baik oleh CU Khatulistiwa Bakti. 
b. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 1 (satu) bulan 
maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa 
pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran pada bulan berjalan. 
c. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 2 (dua) bulan 
maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa 
pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran. 
d. Penjamin diikut sertakan untuk menagih jika anggota yang dijaminnya lalai 
dalam membayar angsuran. 
e. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 3 (tiga) bulan 
maka dilakukan penarikan saldo simpanan anggota untuk membayar angsuran, 
jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran. 
f. Bila simpanan anggota habis untuk membayar pinjamannya namun masih belum 
lunas, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan.  
g. Jika dianggap perlu akan ditempuh upaya hukum. 
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Lembaga seperti Koperasi Kredit Credit Union yang dalam penyelengaraannya 
tunduk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian begitu juga 
halnya dengan Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak. Sesuai dengan Landasan, 
Asas dan Tujuan Koperasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 1992 
khususnya pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi : Pasal 2 Koperasi berlandaskan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 3 Koperasi 
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan CU Khatulistiwa Bakti dalam 
Anggaran Dasarnya Pasal 2 berbunyi Credit Union Khatulistiwa Bakti berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan dan gotong 
royong dan Pasal 4 berbunyi Tujuan didirikan Credit Union Khatulistiwa Bakti adalah 
untuk  : 
1. Mengembangkan kesejahteraan para anggotanya dan kemajukan lingkungan kerja 
dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. 
2. Menciptakan sumber kredit dari dan untuk anggota dengan bunga yang relatif murah. 
3. Mengembangkan sikap hidup hemat dan penggunaan uang secara bijaksana dan 
terencana oleh para anggotanya.     
Dengan demikian maka tata cara dan kebijakan atau aturan yang dibuat dalam rangka 
upaya Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Kredit Credit 
Union pun harus senantiasa bersandar pada asas kekeluargaan dan kegotong-royongan 
serta memandang tujuan didirikannya Koperasi Kredit Credit Union itu sendiri. Oleh 
karena itu penanganan harus dilakukan sedini mungkin, jangan menunggu karena dapat 
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membuat beban hutang anggota menjadi lebih besar. Maka dengan demikian  Model 
Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Credit Union yang Idial adalah harus dengan 
sebuah pola kebijakan Pengurus dan dilaksanakan oleh pegawai atau  staf 
manajemennya. adalah sebagai berikut : 
1. Bila anggota lalai atau tidak membayar angsuran dan jasa pinjman pada bulan 
pertama dan/atau 1 (satu) bulan lalai, maka penyelesaiannya adalah dengan menarik 
simpanan/tabungan non saham anggota sebesar angsuran dan jasa pinjamannya guna 
membayar pada bulan itu, dan langsung layangkan surat pemberitahuan dan minta 
kepada anggota untuk segera mengisi simpanan/tabungannya kembali. 
2. Bila pada bulan berikutnya bulan kedua (2) anggota lalai lagi atau tidak membayar 
angsuran dan bunga pinjaman, maka penyelesaiannya adalah dengan menarik 
kembali simpanan/tabungan non saham anggota sebesar angsuran dan jasa 
pinjamannya guna membayar pada bulan itu, dan langsung layangkan kembali surat 
pemberitahuan kedua (2) dan minta kepada anggota untuk segera mengisi kembali 
simpanan/tabungannya. 
3. Bila pada bulan berikutnya bulan ketiga (3) anggota juga lalai lagi atau tidak 
membayar angsuran dan bunga pinjaman, maka penyelesaiannya adalah dengan 
menarik  semua saldo simpanan/tabungan non saham anggota  guna membayar 
pinjaman  dan jasa pinjaman pada bulan itu, dan selanjutnya pinjamannya langsung 
dibekukan, dan bila setelah simpanan/tabungan non saham anggota tersebut habis 
dan sisa hutanganya masih ada maka beri toleransi waktu antara tiga (3) bulan dan 
paling lama enam (6) bulan untuk anggota membayar lunas sisa hutangnya dan/atau 
dengan menjual sendiri barang jaminannya.  
4. Kemudian layangkan surat pemberitahuan bahwa simpanan/tabungan non saham 
sudah ditarik semua guna membayar hutangnya dan sekaligus dipanggil untuk segera 
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dan harus datang ke kantor CU Khatulistiwa Bakti untuk membuat dan 
menandatangani dokumen penyelesaian. 
5. Bila upaya pada butir 4 (empat) diabaikan oleh anggota maka layangkan surat 
pemberitahuan terakhir dengan rincian sisa hutangnya, saldo simpanan saham dan 
non sahamnya, dan barang jaminan hutangnya. Dan tegaskan kepadanya bahwa 
toleransi waktu untuk anggota melunasi seluruh sisa hutangnya adalah 6 (enam 
bulan), dan apabila jangka waktu dimaksud berakhir dan anggota tersebut belum 
dapat melunasi hutannya maka akan dilakukan upaya hukum terhadap barang 
jaminan pelunasan hutangnya dan/atau terhadap perjanjian pinjamannya.   
Maka dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dan akibatnya, Koperasi Credit 
Union Khatulistiwa Bakti mangacu pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan 
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Di samping itu dengan melihat syarat-syarat dibuatnya Perjanjian 
Pinjaman mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudin pasal 1233 KUHPerdata 
menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena 
undang-undang. Selanjutnya mengenai definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 
1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan 
mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. 
Dengan demikian perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan 
hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi 
perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada 
Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak adalah dalam Pasal 1313 
KUHPerdata. Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan 
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perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 
KUHperdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan 
maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu 
perjanjian dan undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. 
Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berisi : 
1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan 
hukum. 
2. Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai 
atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan 
ataupun penipuan. 
3. Mengenai suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
Hal ini disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan cara melalukan 
perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat oleh para 
pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait. Selain itu 
dasar hukum dalam perjanjian pinjaman Koperasi diatur pula dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 
14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
Terkait dengan model penyelesaian kredit bermasalah di CU Khatulistiwa Bakti 
yang sudah dilaksanakan selama ini adalah bahwa manajemen melaksanakan pola 
kebijakan yang dibuat oleh pengurus CU Khatulistiwa Bakti, namun belum efektif 
dalam meminimalisir kredit bermasalah, dimana persentase kredit bermasalah atau NPL 
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tahun 2014 sampai 2015 cenderung mengalami kenaikan, meskipun persentase NPL 
menunjukkan dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5 %.  
Kesimpulan 
1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Kredit “Credit Union Khatulistiwa 
Bakti”  dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dengan cara anggota CU 
mengajukan permohonan pinjaman yang di ketahui oleh suami/istri dengan para 
penjamin dari anggota juga minimal 2 orang, kemudian pihak CU menganalisis 
permohonan tersebut dari berbagai aspek, selanjutnya akan dilakukan 
konsultasi/wawancara kredit dan dilanjutkan dengan surve lapangan.  Dari proses dan 
data tersebut dapat digunakan sebagai tolukur penilaian bagi si pemohon pinjaman 
untuk disetujui atau tidak permohonan pinjamannya. Apabila dalam rapat tim kredit  
disetujui maka selanjutnya bagian kredit menyiapkan semua berkas-berkas yang 
berhubungan untuk itu termasuk draf  Perjanjian Pinjaman. Setelah semua berkas 
lengkap kemudian diserahkan kepada Manager untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi 
dan dinyatakan benar oleh Manager, maka langkah selanjutnya adalah 
menandatangani Perjanjian Pinjaman dan pencairan pinjaman.  
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Credit Union 
Khatulistiwa Bakti  adalah faktor dari anggota sebagai debitur yaitu tidak jujur dalam 
mengisi permohonan pinjaman sehingga sulit untuk dianalisis, kemudian ada faktor 
dari CU  sebagai kreditur dimana petugas dalam proses-prosesnya mengabaikan 
resiko, sehingga menyebabkan kredit banyak bermasalah dan yang terakhir adalah 
faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, 
terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian 
lainnya. 
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3. Bahwa Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kredit “Credit Union 
Khatulistiwa Bakti” adalah dengan menjalankan pola kebijakan Pengurus yaitu 
dengan cara  : 
a. Melakukan penagihan sesuai prosedur yang sudah ada yakni dengan melakukan 
panggilan telp, mengunjungi anggota sekaligus melakukan penagihan, 
melayangkan surat tagihan dan apabila masih gagal layangkan surat panggilan.  
b. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 1 (satu) bulan 
maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa 
pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran pada bulan berjalan. 
c. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 2 (dua) bulan 
maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa 
pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran. 
d. Penjamin diikut sertakan untuk menagih jika anggota yang dijaminnya lalai dalam 
membayar angsuran. 
e. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 3 (tiga) bulan 
maka dilakukan penarikan saldo simpanan anggota untuk membayar angsuran, 
jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran. 
f. Bila simpanan anggota habis untuk membayar pinjamannya namun masih belum 
lunas, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan. 
g.  Jika dianggap perlu akan ditempuh upaya hukum. 
4.  apabila anggota koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus Koperasi Credit Union 
Khatulistiwa Bakti Pontianak akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan 
menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa 
membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan 
kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam 
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pelunasan peminjaman dari pada menggunakan cara penyelesaian yang telah 
tercantum dalam akta perjanjian. 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
Daftar Pustaka 
 
A. Buku dan Makalah 
 
Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas 
Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta. 
 
Hendrojogi, 2010, Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktek, Rajawali Pers, Jakarta. 
 
H.M.N. Purwosutjipto, 1986, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-
bentuk Perusahaan, Jakarta, Djambatan. 
 
Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, Perkoperasian Sejarah, Teori, & 
Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia. 
 
Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, Peranan Hukum Dalam 
Perekonomian Di Negara Berkembang, Jakarta. 
 
Pachta W., Andjar, et al., 2005, Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, 
Pendirian dan Modal Usaha, Jakarta, Kencana. 
 
Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1997, Dinamika Koperasi ,Cet. Kedua, Jakarta, PT. 
Rineka Cipta. 
 
Purwanto, U., 1989, Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola koperasi 
di Indonesia, Semarang, Aneka Ilmu. 
 
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Prenada Media 
Group, Jakarta. 
 
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 
Jakarta. 
 
-------------, dan Sri Mamoedji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Jakarta.   
 
Soleman B. Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat,  PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta. 
 
Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, Hukum Koperasi Indonesia, Cet. II. Jakarta, Raja 
Grafindo Persada. 
 
Sulasi Rongiyati, Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum, 
dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat 
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 
2003. 
 
B. Peraturan Perundang-Undangan 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 
29 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi. 
Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan 
Pengembangan Perkoperasian. 
Peraturan Menteri No. 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi. 
Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 
351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam oleh Koperasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
